
ABSTRAK 

Dalam skripsi ini penulis menganalisa mengenai Pemenuhan Kepastian Hukum 

dalam penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah, pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memutus perkara No. 13PK/TUN/2015 serta pandangan Islam terhadap kepastian 

hukum sertifikat hak atas tanah akibat pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah 

karena cacat hukum administrasi. Sengketa pertanahan yang muncul setiap 

tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan pertanahan di 

Indonesia belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Administrasi 

pertanahan mempunyai peranan yang sangat penting bagi upaya mewujudkan 

jaminan kepastian hukum. Penguasaan dan kepemilikan tanah di masa lalu 

terutama terhadap tanah-tanah milik adat seringkali tidak didukung oleh bukti-

bukti administrasi yang tertib dan lengkap di mana penguasaan dan pemilikan 

tanah yang data fisiknya berbeda dengan data administrasi dan data yuridisnya. 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode nomatif. sertifikat 

sebagai tanda bukti yang bersifat kuat. Kuat disini mengandung pengertian bahwa 

selama data fisik dan data yuridis yang termuat didalam sertifikat mempunyai 

kekuatan bukti yang harus diterima selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan 

alat bukti lain. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan 

gugatan Pembanding/penggugat terdahulu, maka kepastian hukum tersebut 

terlaksana sesuai hukum yang berlaku dan kepastian hukum itu menentukan siapa 

yang berhak (subjek) atas suatu bidang tanah tertentu atau dapat dikatakan siapa 

pemilik dari bidang tanah tertentu. Dapat diartikan bahwa sertifikat merupakan 

nasakh yang kuat. Apabila kedatangan bukti kepemilikan lain dengan girik 

bertentangan dapat diketahui, nas yang datang belakangan membatalkan nas yang 

datang lebih dahulu. Dalam arti sertifikat hak milik yang datang belakangan 

setelah terbitnya girik, maka terbitnya sertifikat hak milik tersebut dapat 

dibatalkan oleh girik yang sudah terbit sebelumnya. 
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